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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Perilaku.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk memberikan panduan dalam bersikap,
berperilaku, dan bertindak bagi pegawai di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersih,
berwibawa, dan bertanggung jawab serta memiliki
integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi,
diperlukan kode etik dan kode perilaku pegawai di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan
hukum, sehingga perlu diganti;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;
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Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kode Etik adalah norma dan asas yang harus dipatuhi
oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi
organisasi.

Kode Perilaku adalah pedoman sikap dan perbuatan
pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi
organisasi yang sesuai dengan Kode Etik.

Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara
dan pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelanggaran Etik dan Perilaku adalah sikap, perilaku,
perbuatan, tulisan, dan ucapan Pegawai yang
bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya
disebut Majelis Etik adalah tim yang bersifat ad hoc yang
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10.

11.

(1)

(2)

bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode
Perilaku dan menyelesaikan Pelanggaran Etik dan
Perilaku.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai aparatur sipil
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan
Pelanggaran Etik dan Perilaku.

Pelapor adalah pihak yang melaporkan tentang dugaan
telah atau sedang terjadinya Pelanggaran Etik dan
Perilaku.

Sidang Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya
disebut Sidang Etik adalah suatu proses untuk
memeriksa dan memutuskan Pelanggaran Etik dan
Perilaku Pegawai.

Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan kebudayaan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2
Pegawai wajib menjunjung tinggi Kode Etik dan Kode
Perilaku yang ditetapkan oleh Kementerian.
Kode Etik dan Kode Perilaku harus melekat pada diri
setiap Pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementerian.

Pasal 3

Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:

a.

integritas merupakan keselarasan antara pikiran,
perkataan, dan perbuatan serta bertindak dengan baik
dan benar yang menunjukkan kewibawaan;

kreatif dan inovatif merupakan kemampuan daya cipta

dan/atau menciptakan hal baru yang berbeda dari yang
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sudah ada atau dikenal sebelumnya (gagasan, metode,
atau alat);

inisiatif merupakan kemampuan untuk bertindak
melebihi yang dibutuhkan atau dituntut dalam
pekerjaan;

pembelajar merupakan kemampuan untuk selalu
berusaha mengembangkan kompetensi dan
profesionalisme;

menjunjung meritokrasi merupakan kemampuan untuk
menjunjung  tinggi  keadilan dalam = pemberian
penghargaan bagi Pegawai yang kompeten;

terlibat aktif merupakan kemampuan untuk senantiasa
berpartisipasi dalam setiap kegiatan; dan

tanpa pamrih merupakan kemampuan untuk bekerja

dengan tulus, ikhlas, dan penuh dedikasi.

Pasal 4

Perilaku integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a meliputi:

a.

konsistensi antara ucapan dan perbuatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,;

menjaga citra, harkat, dan martabat Kementerian di
berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam
maupun di luar negeri;

berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas
berdasarkan fakta dan kebenaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bertanggung jawab terhadap segala ucapan dan
perbuatan;

menjaga independensi dari potensi adanya benturan
kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi;
menggunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, atau
bukti kepegawaian lainnya dalam pelaksanaan tugas
kedinasan sesuai dengan peruntukannya;

berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugasnya;



